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ABSTRAKSI 
 Skripsi yang berjudul “Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal di 
Indonesia melalui kerangka ASEAN-WEN” yang di susun oleh Dimas Aditya W 
(E13112107) di bawah bimbingan Drs, H. Husain Abdullah, M.Si sebagai 
pembimbing 1dan Muhammad Nasir Badu, P.hD sebagai pembimbing 2, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. 
  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program dan 
kegiatan ASEAN-WEN dalam memberantas perdagangan hewan ilegal di 
regional ASEAN, dan khususnya Indonesia, kerena Indonesia merupakan negara 
yang kaya akan sumberdaya hayatinya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut 
maka penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan metode 
pengumpulan data melalui wawancara, library research, dan observasi, 
sedangkan untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis 
deskriptif. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dibentuk 
ASEAN-WEN dalam memberantas perdagangan hewan ilegal, telah memberikan 
dampak terhadap upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia. 
Hal ini ditunjukan dengan adanya penurunan jumlah kasus perdagangan hewan 
ilegal, peningkatan penyelesaian kasus sampai ke tahap P21 (Pemberitahuan 
bahwa hasil penyidikan sudah lengkap), sidang dan pemberian vonis, menambah 
pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan petugas lapangan, menambah 
pengetahuan bagi masyarakat, penangkapan pelaku perdagangan hewan ilegal di 
regional ASEAN, pengembalian populasi orangutan, dan menambah populasi 
kakatua Indonesia  
 
Kata kunci :  Perdagangan hewan ilegal, upaya pemberantasan, ASEAN-WEN 
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ABSTRACT 
 Thesis entitled “ efforts to combat ilegal trade in Indonesia through the 
framework ASEAN-WEN” compiled by Dimas Aditya W (E13112107) under the 
guidance of Drs, H. Husain Abdullah, M.Si as first counselor and Muhammad 
Nasir Badu, Ph.D as second counselor, Faculty of Social and Political Sciences. 
Hasanuddin University  
 The purpose of this research is to know and understand the extent to which 
programs and activities ASEAN-WEN in combating the ilegal wildlife trade in 
the ASEAN region and specially Indonesia, because Indonesia is a country rich in 
biological resources. While to achieve these objectives, the author use qualitative 
research method, method of collecting data through interviews, library research 
and observation. As well as the author use the method of descriptive analysis 
system. 
 Results of the study showed this programs and activities ASEAN-WEN to 
combating the illegal wildlife trade. ASEAN-WEN has impact on efforts to 
combat the illegal wildlife trade in Indonesia. This is indicated by a decrease in 
the number of chases of illegal animal trade, the increase in resolution of cases to 
the trial stage and giving a verdict P21, increase knowledge of law enforcement 
officers and field officers, increase knowledge for the community, arrest 
perpetrators of the illegal wildlife trade in ASEAN region, the return of orangutan 
population, and the addition of cockatoo Indonesia. 
Keywords : wildlife crime, effort to combat, ASEAN-WEN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya 
hayati terbesar di dunia. Hal ini disebabkan letak astronomis Indonesia adalah 6
o
 
LU- 11
o 
LS dan 95
0
 BT – 1410 BT yang menyebabkan beriklim tropis sehingga 
mendapatkan curah hujan, sinar matahari dan penyerapan air yang menyebabkan 
tumbuhan dapat tumbuh dengan subur, sehingga makhluk hidup lainnya juga 
dapat tumbuh dengan baik.
1
 
Selain itu Indonesia memiliki letak geografis yang diapit oleh dua bio-
geografis yang kaya yaitu terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua 
Australia, dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan yang 
terakhir dua paparan atau sirkum yaitu sirkum Mediterania dan paparan Pasifik. 
Indonesia disebut juga sebagai negara mega biodiversity, karena Indonesia 
termasuk negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dan merupakan 
negara kepulauan terbesar di dunia.
2
 Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia 
sangat tinggi yaitu sekitar 515 spesies mamalia, 1519 spesies burung, 270 spesies 
reptil dan 121 spesies kupu-kupu.
3
 
                                                          
1
 Letak astronomis Indonesia 
(http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-astronomis-wilayah-indonesia.html) di akses 
pada tanggal 25 februari 2016 pada pukul 21.00 WITA 
2
 Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional 
(http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Hari%20Cinta%20Puspa%20dan%20S
atwa%20Nasional.pdf) di akses pada tanggal 25 februari 2016 pada pukul 19.00 WITA 
3
 Pokja Kebijakan Konservasi. Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan  
(Jakarta.2008), hlm. 21  
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Namun pada kenyataannya Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki 
daftar panjang perdagangan ilegal tentang satwa liar yang terancam punah. 
Penyebab utama kepunahan satwa liar di Indonesia adalah perburuan dan 
perdagangan ilegal satwa yang terus berlangsung untuk memenuhi permintaan 
pasar yang antara lain di gunakan sebagai binatang peliaraan, untuk di konsumsi 
dan untuk tujuan pengobatan tradisional.  
Dari hasil liputan profauna ataupun berita yang dimuat di koran ataupun di 
internet setidaknya ada beberapa kasus tentang perdagangan hewan yang masuk 
dalam appendix 1 CITES yaitu pada tahun 2001 perdagangan penyu hijau yang 
terjadi di Bali mendapat perhatian yang sangat serius di dunia internasional, dan 
beberapa lembaga internasional mempublikasikan bahwa telah terjadi 
perdagangan dan pembantaian ribuan penyu pertahun di Bali.
4
 
Pada bulan Oktober 2011 petugas Bea cukai pelabuhan Tanjung Priok berhasil 
menggagalkan upaya penyelundupan Trenggiling dengan tujuan Vietnam seberat 
7136 kg.
5
 Pada tanggal 10 Maret 2011 sebanyak 30 ekor ikan hiu loreng, hiu 
kejen, hiu lonjor, dan hiu martil diturunkan dari perahu.  
Pemilik kapal tersebut mengaku menjual satu ekor daging hiu sekitar Rp 30 
juta tergantung berat dari ikan tersebut, sedangkan untuk siripnya di hargai 15 
                                                          
4
Perdagangan penyu di Bali  
lihat http://www.profauna.org/content/id/perdagangan_penyu_di_bali.html di akses pada 
tanggal 19 September 2015 pada pukul 20.00 WITA  
5
Penyelundupan trenggiling   
http://sains.kompas.com/read/2011/10/17/22254435/Penyelundupan.Trenggiling..Negara.
Rugi.Rp.38.5.Miliar  di akses pada tanggal 4 Oktober 2015 pada pukul 14.56 WITA 
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juta, sirip tersebut nantinya akan di bawa ke surabaya kemudian di eksportir 
menuju Hongkong dan Taiwan.
6
 
Senin tanggal 4 Mei 2015, polisi menyita 24 burung kakaktua jambul kuning 
(Cacatua sulphurea) yang dibawa oleh salah satu penumpang kapal KM Tidar 
jalur pelayaran Papua-Makassar-Surabaya-Jakarta yang turun di Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya. Mirisnya, kakaktua jambul kuning itu dibawa dengan 
dimasukkan botol air mineral setelah sebelumnya dibius. Mengarungi perjalanan 
selama lima hari di atas kapal dan di dalam botol, sebagian kakaktua jambul 
kuning itu mati. Kasus penyelundupan kakaktua jambul kuning di Tanjung Perak 
itu hanya salah satu dari lima penyelundupan yang terungkap dalam lima bulan 
terakhir. Kakaktua jambul kuning pun cuma salah satu jenis kakaktua yang diburu 
dan diperdagangkan.
7
 
Pada tanggal 22 Januari 2015 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 
Keamanan berhasil menggagalkan penyelundupan anak penyu alias tukik 
sebanyak 5.284 ekor di Bandara Ngurah Rai Denpasar, penyu langka yang hanya 
bisa hidup di Timika ini biasanya untuk di konsumsi sebagai sop. Untuk harganya 
sendiri penyu moncong babi yang baru berusia seminggu mencapai Rp 100 ribu, 
                                                          
6
Lombok surga perdagangan sirip hiu ilegal  
(http://www.kompasiana.com/talisman/lombok-surga-perdagangan-sirip-hiu-
ilegal_55294d506ea834412c8b45ed di akses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 
06.00 WITA 
7
Selamatkan burung kakatua  
(http://sains.kompas.com/read/2015/05/11/21254231/Selamatkan.Burung.Kakaktua.Sebel
um.Tinggal.Lagunya) di akses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 20.00 WITA 
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berdasarkan data yang ada katanya ribuan anak penyu alias tukik ini akan di bawa 
ke taiwan.
8
 
Pada tahun 2005, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan telah 
menetapkan kawasan hutan seluas 126,8 juta ha, yang terbagi kedalam beberapa 
fungsi seperti konservasi (23,2 juta ha), lindung (32,4 juta ha), produksi terbatas 
(21,6 juta ha) produksi terbatas (21,6 juta ha) produksi (35,6 juta ha) dan produksi 
yang dapat dikonversi (14,0 juta ha). Akan tetapi data Departemen Kehutanan 
juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2006 tingkat deforestasi diperkirakan 1,9 
juta ha/tahun.  
Dengan semakin menyusutnya luasan hutan, secara bersamaan juga menjadi 
ancaman yang nyata terhadap keberadaan habitat satwa dan tumbuhan yang di 
lindungi. Kondisi tersebut juga menjadi faktor yang menstimulir konflik antara 
manusia atau komunitas yang tinggal di daerah homerange satwa dengan satwa 
endemik daerah tersebut. Seperti antara lain yang terjadi di Taman Nasional Tesso 
Nilo di Riau dan Taman Nasional Way Kambas tercatat beberapa kali terjadi 
konflik antara masyarakat dan sekelompok gajah liar yang memasuki areal 
perkebunan masyarakat.  
Dilain pihak, UUKSDAE dan PP nya belum cukup mengatur tindakan yang 
amat perlu diambil untuk menyelamatkan jenis-jenis yang amat terancam 
kepunahan seperti harimau jawa yang sampai habis sama sekali tidak cukup 
diantisipasi misalnya dengan upaya penangkaran.
9
 
                                                          
8
 Wira suyantala. “balai karantina Denpasar gagalkan penyelundupan 5284 penyu” lihat  
http://www.antaranews.com/berita/475654/balai-karantina-denpasar-gagalkan-
penyelundupan-5284-penyu.  di akses pada tanggal 2 Mei 2015 pada pukul 10.09 WITA 
9
 Pokja Kebijakan Konservasi. Op,cit. hlm  23 
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Adapun usaha-usaha yang di lakukan pemerintah Indonesia dalam 
memberantas perdagangan hewan ilegal yaitu Pada tahun 1978, Indonesia sebagai 
negara mega biodiversity meratifikasi Convention on International Trade of 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) melalui Keputusan 
Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES 
merupakan perjanjian internasional (multilateral) yang terkait dengan 
perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar 
yang terancam punah. Konvensi yang ditandatangani 3 Maret 1973 juga dikenal 
dengan Konvensi Washington, Indonesia terdaftar sebagai Negara ke 48 peserta 
CITES.
10
 
Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan 
perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan 
perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah juga 
membutuhkan waktu sembilan tahun untuk mensahkan peraturan pelaksana dari 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dalam perlindungan satwa liar yang 
dilindungi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini juga diatur larangan-
larangan yang terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar, yaitu pada Pasal 21 
ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan (4), 
dimana pidana maksimal bagi para pelanggar ketentuan tersebut adalah pidana 
                                                          
10
 ASEAN-WEN. ASEAN Handbook On Legal Cooperation To Combat Wildlife Crime. (Freeland.  
2016), hlm. ID 6. 
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penjara 5 tahun dan denda Rp 100.000.000,- sedangkan pelanggaran karena 
kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,-.
11
  
Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No. 7 Tahun 1999 Tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No. 8 Tahun 1999 
Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
12
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang “ Konservasi Sumber 
Daya Ikan “ pasal 3 yang berbunyi bahwa konservasi merupakan tanggung jawab 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
13
 Di tambah lagi terbitnya 
peraturan daerah raja ampat karena peraturan yang di bikin pemerintah masih saja 
di abaikan oleh pihak-pihak ataupun masyarakat. Melalui Peraturan Daerah 
Nomor 9 tahun 2012 tentang Larangan Penangkapan Ikan Hiu dan Ikan Pari 
Manta serta jenis jenis ikan tertentu di Perairan Laut Kabupaten Raja Ampat.
14
 
Keberadaannya secara hukum adalah sah dan kuat. Penunjukan kawasan-
kawasan tersebut didahului dengan usulan-usulan yang berdasarkan penilaian 
potensi serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 68/1998 dan 
sesuai dengan fungsi yang akan diembannya. Pengelolaan kawasan konservasi 
seharusnya atau tidak terlepas dari aturan-aturan dan  kesepakatan-kesepakatan 
                                                          
11
 Ibid., hlm. ID 9 
12
 Ibid., hlm. ID 15 
13
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Konservasi Sumber Daya Ikan”, hal. 3 
 (http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/58/798.bpkp) diakses pada tanggal 30  
Agustus 2015 pada pukul 12.00 WITA 
14Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, “Indonesia Segera Memperketat Pengelolaan Perikanan Hiu 
Berbasis Ekosistem”  
(www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabaru/137-indnesia-segera-memperketat-
pengolahan-perikanan-hiu-berbasis-ekosistem) di akses pada tanggal 30 Agustus 2015 
pada pukul 12.00 WITA 
18 
 
yang tertuang dalam konvensi- konvensi yang telah diratifisir, seperti CITES dan 
CBD.
15
  
Adapun peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan hewan ilegal 
di negara anggota sebagai berikut :  
1. Malaysia dalam Animal Act 1953 Part II poin 5.1 tentang peraturan 
perundangan-undangan menspeksifikasi negara-negara yang akan 
melakukan eksport import hewan atau burung dengan pembuatan surat 
legal yang dibuat pihak kementerian kehutanan, dan apabila ada seseorang 
yang melanggar sesuai dengan kesepakatan mengenai binatang atau 
burung harus bertanggung jawab dengan membayar denda 250 ringgit atau 
minimal kurungan penjara dalam waktu tiga bulan atau lebih, bahkan bisa 
keduanya.
16
 
2. Thailand dalam Animal Epidemic Act 1956 tentang peraturan 
perundangan-undangan menspeksifikasi bahwa hewan-hewan di bawah ini 
tidak boleh di perjual-belikan dengan alasan tertentu, hewan tersebut 
antara lain gajah, anjing, keledai, orangutan dan yang ditentukan oleh 
peraturan menteri, apabila ada seseorang yang melanggar sesuai dengan 
kesepakatan ini maka harus bertanggung jawab dengan membayar denda 
40.000 Bath atau kurungan penjara tidak lebih dari 2 tahun, bahkan bisa 
keduanya.
17
 
                                                          
15
 Pokja Kebijakan Konservasi. Op,cit. hlm. 38 
16
 ASEAN-WEN. ASEAN Handbook On Legal Cooperation To Combat Wildlife Crime. (Freeland.  
2016), hlm. MY 15 
17
 ASEAN-WEN. ASEAN Handbook On Legal Cooperation To Combat Wildlife Crime. (Freeland.  
2016), hlm. TH 15. 
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3. Myanmar memiliki satu perundangan dalam Animal Health and 
Development Law 1993 yang dimana peraturan perundangan jika 
seseorang menjual satwa liar yang dilindungi, orang tersebut akan di 
hukum atau denda mencakup 5.000 kyat atau dengan penjara dalam waktu 
6 bulan, bahkan bisa keduanya.
18
 
4. Vietnam memiliki satu perundangan dalam Veterinary Ordinance 2004 
tentang pelarang perdagangan hewan dilindungi berupa trenggiling karena 
merupakan bahan dasar pembuatan narkoba berupa shabu-shabu, apabila 
ada yang melanggar akan di hukum kurungan penjara 5 tahun. 
19
 
5. Filipina memliki peraturan perundangan-undangan dimana apabila 
seseorang melanggar peraturan perundang-undangan tentang hewan 
dilindungi berupa kurungan penjara 6 bulan atau 2 tahun, dan denda 1.000 
peso, atau lebih dari 5.000 peso, bahkan bisa keduanya.
20
 
Salah satu kerjasama yang di lakukan pemerintah dalam mengatasi 
perdagangan ilegal hewan yaitu kerjasama dengan negara-negara di regional 
ASEAN, dalam bentuk ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). 
Dibentuk melalui pertemuan dengan menteri-menteri dari negara ASEAN yang 
bertanggung jawab atas implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desember 
2005.
21
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Tujuan pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk meningkatkan kerjasama 
negara-negara ASEAN dalam penegakan hukum untuk memberantas perdagangan 
hewan dan tumbuhan ilegal di tingkat regional, meningkatkan efisiensi pertukaran 
intelejen, meningkatkan upaya penangkapan hingga penuntutan dan 
penghukuman. 
Di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum terhadap perdagangan 
hewan ilegal yaitu : Kepolisian, Bea dan cukai, Kejaksaan, CITES Management 
Authority, khusus di Indonesia yang menjadi CITES Management Authority 
adalah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
22
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah  
Ancaman kepunahan populasi hewan liar yang dilindungi di Indonesia sangat 
memprihatinkan, penyebab utamannya adalah kehilangan habitat tempat tinggal, 
pemanfaatan sekaligus pemburuan perdagangan secara ilegal, kerjasama pun di 
lakukan dengan sesama anggota ASEAN di karenakan jalur bagi perdagangan 
hewan ilegal ke negara-negara di luar ASEAN. Dengan pembentukan ASEAN-
WEN diharapkan dapat mengurangi laju perdagangan hewan ilegal.  
Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
pemberantas perdagangan hewan ilegal melalui kerangka 
ASEAN-WEN? 
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2. Bagaimana dampak program dan kegiatan ASEAN-WEN 
terhadap upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di 
Indonesia ? 
3. Bagaimana tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi 
kerjasama ASEAN-WEN dalam pemberantasan perdagangan 
hewan ilegal ? 
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas,maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan ASEAN-WEN 
dalam pemberantas perdagangan hewan ilegal. 
2. Untuk mengetahui dampak program dan kegaiatan ASEAN-WEN 
terhadap upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di 
Indonesia. 
3. Untuk mengetahui tantangan yang di hadapi pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi kerjasama ASEAN-WEN.   
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari pada penelitian 
tersebut adalah : 
1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang 
upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
memberantas perdagangan hewan ilegal 
22 
 
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 
pengembang studi Hubungan Internasional di masa mendatang. 
3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan 
menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan 
Internasional serta pemerhati masalah masalah lingkungan hidup 
dan ekosistem yang berdampak pada kejahatan transnasional. 
D. Kerangka Konseptual 
Isu-isu mengenai lingkungan sendiri, telah mendapat sorotan di masyarakat 
dunia sekitar tahun 1970-an, namun aspek lingkungan baru muncul pada studi 
Hubungan Internasional yang di tandai dengan di selenggarakannya konferensi 
PBB di Rio De Jeneiro pada tahun 1992 dengan tema Global Warming.
23
 
Menurut kaum Modernis lingkungan hidup bukan masalah yang serius. 
Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan kita melindungi 
lingkungan hidup, sedangkan menurut kaum Ekoradikal lingkungan hidup 
merupakan masalah serius. Perubahan drastis gaya hidup di tambah pengendalian 
populasi untuk memajukan pembangunan berkelanjutan muthlak di perlukan.
24
 
Proyek penelitian yang dipimpin oleh Thomas Homer-Dixor berpendapat 
bahwa kelangkaan lingkungan hidup menimbulkan konflik berintensitas rendah, 
berkelanjutan, yang mungkin tidak mengakibatkan konfrontasi dramatis tapi dapat 
melemahkan pemerintahan. Degradasi lingkungan hidup merupakan ancaman 
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terhadap lingkungan global yaitu samudera, laut, lapisan ozon, dan sistem iklim, 
yang merupakan sistem pendukung kehidupan bagi manusia keseluruhan.
25
 
Menurut Hannigan, studi permasalahan lingkungan merupakan studi terhadap 
permasalahan yang benar-benar terjadi, namun permasalahan lingkungan ini 
menjadi permasalahan sosial sebagai produk dari suatu „proses sosial dinamis dari 
definisi, negosiasi, dan legitimasi‟. Hal ini berarti bahwa definisi maupun akibat 
dari permasalahan lingkungan yang disosialisasikan kepada publik dapat berbeda-
beda bahkan saling bertentangan, tergantung dari proses definisi, negosiasi, dan 
legitimasi tersebut.
26
  
Menurut Hannigan, dalam menganalisis permasalahan lingkungan, seorang 
peneliti harus berhati-hati dalam menerima konstruksi yang telah terbentuk di 
masyarakat, antara lain dengan mengamati pencetus pernyataan lingkungan 
tersebut, pihak mana yang mengurus pernyataan tersebut, kepentingan ekonomi 
dan politik apa saja yang dibawa oleh pembuat pernyataan tersebut, dan jenis 
sumber daya apa yang mereka gunakan dalam proses pembuatan pernyataan.  
Hannigan mengatakan beberapa tugas dalam menentukan permasalahan 
lingkungan, yaitu: (1) mengumpulkan (menentukan pernyataan lingkungan 
disertai dengan bukti-bukti pendukung); (2) mempresentasikan (menarik perhatian 
publik terhadap pernyataan dan melegitimasi pernyataan tersebut); dan (3) 
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contesting (melakukan aksi dan memobilisasi dukungan untuk pernyataan 
tersebut).
27
 
Perspektif environmental didasari oleh adanya green movement, yaitu 
kesadaran bahwa perkembangan peradaban manusia memberikan dampak buruk 
bagi lingkungan. Pemikiran ini berasal dari fakta yang ada di masyarakat, yaitu 
banyaknya krisis lingkungan seperti pemanasan global, deforestasi, dan limbah 
nuklir. 
 Para penganut environmentalism menolak nilai-nilai antropocentrism yang 
telah menjadi mainstream dalam masyarakat. Antropocentrism merupakan 
pemikiran manusia yang hanya berpusat pada manusia saja. Mereka ingin 
mengubah mainstream antropocentrism tersebut menuju kepada ecocentrism 
dimana pemikiran tersebut menempatkan nilai independen atas ekosistem dan 
semua makhluk hidup. 
Keinginan untuk mengubah mainstream tersebut didorong dengan adanya 
fakta bahwa antropocentrism yang ada pada masyarakat menyebabkan 
perkembangan peradaban manusia seperti dalam teknologi, ekonomi dan militer 
sering kali mengabaikan faktor lingkungan. Contohnya di negara periphery, 
industrialisasi sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, karena sistem 
ekonomi yang ada menyebabkan manusia berorientasi kepada keuntungan 
manusia saja. Pemikiran tersebutlah yang ingin diubah oleh para penganut 
environmentalism karena mereka menganggap bahwa manusia dan lingkungan 
bukanlah hal yang dapat dipisahkan. 
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Matthew Patterson mengatakan bahwa terdapat perbedaan mengenai 
environmentalism dengan green politics. Perbedaan secara umum adalah bahwa 
para environmentalist menerima struktur yang ada, oleh karena itu perhatian 
terhadap isu-isu lingkungan dapat diberikan melalui struktur yang ada. 
Pendekatan yang digunakan oleh environmentalist adalah pendekatan liberal 
institusional, yaitu percaya bahwa institusi internasional dapat memberikan solusi 
terhadap masalah lingkungan yang dihadapi.
28
 
Bahkan dari survei literatur sepintas lalu terhadap arus kecenderungan literatur 
HI terhadap permasalahan lingkungan, pemikiran kaum environmentalis dengan 
mudah dapat dilihat analisisnya berfokus pada respon sistem-negara terhadap 
permasalahan lingkungan, yang di pusatkan pada munculnya „rejim lingkungan 
internasional‟ diuraikan dengan jelas oleh Keohane.29 
Kegiatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu 
bentuk dari kejahatan terhadap lingkungan (enviromental crime). Hal ini sesuai 
dengan pengertian yang dikembangkan oleh United Nation Interregional Crime 
and Justice Research Institue, bahwa kejahatan terhadap lingkungan terdiri dari 5 
bentuk kejahatan yaitu : 
1. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang melanggar konvensi 
internasional tentang perdagangan species flora dan fauna  yang 
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terancam punah (Convention on Internasional Trade in Endangered 
Species of Wild fauna and flora). 
2. Perdagangan ilegal  ozones-depleting substances ( ODS ) yang 
melanggar Protokol Montreal 1987 
3. Pembuangan dan pengangkutan ilegal limbaah berbahaya 
4. Ilegal fishing  
5. Ilegal logging 
Spesies yang diusulkan masuk dalam apendiks CITES dibahas dalam 
Konferensi Para Pihak (COP), yang konferensi berikutnya diadakan bulan Juni 
2007. Para pihak bisa mengusulkan suatu spesies walaupun habitat spesies 
tersebut tidak berada dalam wilayah negara pengusul. Usulan bisa disetujui masuk 
dalam golongan CITES asalkan didukung suara mayoritas 2/3 dari para pihak, 
walaupun ada para pihak yang berkeberatan.
30
 
Istilah kejahatan transnasional (transnational crime) merupakan 
perkembangan dari identifikasi keberadaan karakteristik baru dari bentuk 
kontemporer dari organized crime pada masa tahun 1970-an oleh sejumlah 
organisasi internasional. Sedangkan pengenalan istilah tersebut pertama kali 
dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan 
Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations’ Congress on the prevention 
of crime and the treatment of offenders) pada tahun 1975. 
Dalam studi hubungan internasional, kejahatan transnasional dikategorikan 
sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional. Kejahatan 
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transnasioanal itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas 
batas yang mencakup empat aspek, yakni: 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 
2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain, 
3) melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu 
negara, 4) berdampak serius pada negara lain. Pada tahun 1995, PBB 
mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu  
1. Money laundering (Pencucian uang), 
2. Terrorism (Terorisme), 
3. Theft of art and cultural objects (Pencurian objek seni dan kebudayaan),  
4. Theft of intellectual property (Pencurian karya intelektual), 
5. Illicit arms trafficking (Perdagangan gelap tentara dan senjata),  
6. Aircraft hijacking (Pembajakan pesawat), 
7. Sea piracy (Bajak laut), 
8. Insurance fraud (Penipuan), 
9. Computer crime (Peretas), 
10. Environmental crime (Kejahatan terhadap lingkungan berupa penangkapan 
ikan ilegal, penebangan hutan ilegal, pertambangan ilegal, perdagangan 
hewan dan tumbuhan yang dilindungi ilegal), 
11. Trafficking in persons (Penyelundupan manusia), 
12. Trade in human body parts (Perdagangan bagian tubuh manusia), 
13. Illicit drug trafficking (Penyelundupan obat bius), 
14. Fraudulent bankruptcy (Kecurangan), 
15. Infiltration of legal business (Penyusupan bisnis legal),  
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16. Corruption (Korupsi), 
17. Bribery of public (Penyogokan pejabat publik), 
18. Bribery of  party officials. (Penyogokan pejabat partai).31 
Istilah „transnational crime‟ diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan 
kompleks yang ada antara organized crime, white-collar crime dan korupsi yang 
merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” 
(crime as business). Pengaturan kegiatan kejahatan melewati perbatasan negara 
dan berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi 
karakteristik yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di 
tingkat Internasional.
32
 
Menurut Della Porta, Massari menyatakan bahwa perlu untuk ditekankan 
bahwa pertumbuhan transnasionalisasi dari dunia yang kontemporer ini diikuti 
oleh tren tertentu dalam pasar kejahatan utama yang mengangkat organized crime 
melebihi dimensi lokal “tradisionalnya”. Kemunculan pasar dari kejahatan dengan 
dimensi global seperti perdagangan narkoba, senjata dan manusia telah secara 
signifikan menyumbang kepada pemantapan interaksi yang lebih sering antar 
kelompok-kelompok organized crime utama serta kepada perluasan aktifitas 
mereka dari teritori asalnya. Pasar gelap di perbatasan negara semakin kait 
mengkait, sementara kelompok- kelompok kejahatan dari negara dan bangsa yang 
berbeda telah memupuk jaringan bisnis gelap, perdagangan barang serta 
pelayanan, informasi berikut pula pendanaan yang kuat.
33
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E. Metode Penelitian  
1. Tipe Penelitian  
Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
kualitatif. Metode penelitian ini nantinya akan menjelaskan atau 
menggambarkan fenomena kondisi perdagangan hewan ilegal di Indonesia 
hingga bisa keluar negeri yang mayoritas merupakan konsumen dari hewan 
yang dilindungi tersebut. Serta jalur-jalur yang di lewati oleh pelaku 
perdagangan hewan ilegal.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi 
ini, yaitu:  
a. Wawancara 
Wawancara bisa dilakukan secara langsung (personal interview) maupun 
tidak langsung (telephone atau email interview).  Untuk memperoleh data 
yang lebih lengkap, penulis menggunakan teknik personal interview dan email 
interview. Personal interview yaitu wawancara secara langsung adalah dengan 
menginterview beberapa responden atau informan untuk memperoleh 
informasi terkait dengan tujuan penelitan. Responden atau informan yang 
paham mengenai ASEAN-WEN. 
b. Studi Pustaka 
Selain melalui wawancara, teknik untuk mengumpulkan data juga 
ditempuh dengan menelaah sejumlah literatur, yang terdiri dari buku, jurnal, 
dokumen, surat kabar harian, serta media elektronik. Dari hasil penelusuran 
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bahan-bahan bacaan tersebut, penulis lalu memilah dan menyesuaikan dengan 
materi skripsi yang akan diteliti. 
Adapun tempat penelitian yang penulis kunjungi untuk memperoleh data, 
yaitu : 
a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
Jakarta 
b. Pasar Jatinegara Jakarta 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
c. Observasi  
Observasi ini adalah teknik kedua untuk mendapatkan data primer yang 
dapat berupa hasil diskripsi, gambaran, dan kajian mendalam pada fenomena 
yang ada. Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati 
pelaksanaan program-progam kegiatan, hasil kegiatan, serta fenomena-
fenomena lain terkait pemberantasan perdagangan satwa liar, seperti penjual 
satwa yang ada di pasar burung  
3. Jenis Data 
a. Data primer merupakan data yang berasal dari wawancara sekaligus 
observasi di tempat, wawancara di lakukan di Direktorat Jendral 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Jakarta. 
b. Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, artikel, surat 
kabar, internet, maupun skripsi yang berhubungan dengan tujuan 
penelitian. 
4. Teknik Analisa Data 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem analisa deskriptif yakni 
menjelaskan tentang upaya yang di bentuk oleh ASEAN-WEN untuk 
memberantas perdagangan hewan ilegal di regional ASEAN, khususnya di 
Indonesia, sekaligus menjelaskan dampak dari program dan kegiatan ASEAN-
WEN dalam pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia dan 
tantangan yang di hadapi pemerintah indonesia dalam ASEAN-WEN. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI PERDAGANGAN HEWAN 
ILEGAL  DI INDONESIA 
A. Kondisi Perdagangan Hewan Ilegal di Indonesia 
Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia telah menjadi 
ancaman yang serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 
Maraknya kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia 
dilatarbelakangi adanya permintaan pasar terhadap tumbuhan dan satwa liar, 
Penyebab utama kepunahan tumbuhan dan satwa di antaranya adalah kehilangan, 
kerusakan, serta berubahnya hutan menjadi pemukiman rumah bahkan kantor, 
pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan bahkan perdagangan ilegal.  
Perburuan dan perdagangan ilegal satwa masih terus berlangsung atas dasar 
untuk memenuhi permintaan pasar yang di antaranya di gunakan sebagai 
peliharaan, untuk dikonsumsi dan untuk tujuan pengobatan tradisional, 
peningkatan standar kehidupan, perubahan politik dan pembangunan ekonomi. 
Fakta yang terjadi adalah banyak spesies yang kelestariannya terancam, 
perdagangan satwa liar bernilai milyaran dollar setiap tahunnya, perdagangan 
ilegal semakin berkembang, jika kejahatan terhadap satwa liar tidak terkontrol, 
banyak spesies akan punah. 
34
 
Menjawab pertanyaan mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya 
perdagangan hewan ilegal di Indoneisa ? 
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Menurut Kharisma S.kh faktor kurang pengetahuan mengenai Undang-
Undang yang mengatur tentang satwa langka di kalangan aparat yang seakan-
akan menutup mata dengan keadaan perdagangan satwa ilegal, selain itu 
besarnya minat masyarakat untuk merawat binatang tersebut, sehingga banyak 
satwa langka yang dipelihara oleh masyarakat dan yang terakhir muda dan 
murahnya harga satwa tersebut karena banyaknya permintaan.
35
 
Menurut drh. Fahmi Agustiadi faktor pendorong terjadinya perdagangan 
hewan ilegal antara lain adanya pihak luar negeri yang menginginkan binatang 
tersebut, baik untuk pengobatan tradisional maupun untuk di konsumsi oleh 
masyarakat luar negeri, jadi bisa juga dibilang bahwa perdagangan hewan 
ilegal ini termaksud kejahatan lintas negara. 
Selain itu faktor ekonomi, hobi, gaya hidup, kemudahan menjual dan 
penegakan hukum yang masih sangat lemah sekali, sebagai contoh di pasar 
hobby itu sebenarnya mereka menjual satwa langka seperti burung kaka tua 
jambul kuning, elang, dan burung nuri tetapi mereka menjualnya dengan cara 
diam-diam, jika memang berminat membeli satwa langka maka kita harus Dp 
dulu, dan barangnya akan datang besok, mereka takut memajang hewan 
tersebut karena kata mereka terkadang ada patroli dari BKSDA yang kadang 
datang setiap satu kali seminggu dan bisa juga datang sebulan sekali.
36
  
Menurut Ikhlas dan Om Ben salah satu masyarakat yang ada di konservasi 
penyu di Dusun Tulang, Desa Barugaia kabupaten Selayar, faktor pendorong 
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terjadinya perdagangan hewan ilegal khususnya penyu adalah mitos nenek 
moyang kita  tentang khasiat telur penyu untuk laki-laki. Saat kualitas sperma 
seorang pria menurun, beberapa masyarakat akan menyarankan untuk 
mengkonsumsi telur penyu (kura-kura) sebagai nutrisi tambahan.  
Telur ini menurut mitos yang beredar dipercaya dapat meningkatkan 
gairah dan stamina seorang pria. Bahkan disarankan untuk memakannya 
dalam keadaan mentah untuk hasil terbaik. Selain itu Membantu mencegah 
gangguan penglihatan akibat penuaan dan katarak karena kandungan 
antioksidan dan lutein. Mampu mencerahkan dan melembabkan kulit wajah 
serta mempercepat proses regenerasi kulit wajah.
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Menurut Dodi Arisandi, SH faktor pendorong terjadinya perdagangan 
hewan ilegal adalah ekonomi masyarakat. Kemiskinan dan keuntungan 
ekonomi yang dijanjikan dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar 
mendorong pemanfaatan yang berlebihan. Perdagangan ilegal merupakan 
bisnis yang melibatkan banyak pelaku, tidak hanya masyarakat sekitar hutan 
tetapi juga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar-pasar 
burung atau hewan.
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 Dibawah ini merupakan kasus-kasus perdagangan hewan ilegal yang di 
tangani oleh instansi-instansi Indonesia yang terkait dengan  ASEAN-WEN dari 
hasil penelitian setidaknya ada enam kasus tentang perdagangan hewan yang 
masuk dalam appendix 1 CITES yaitu : 
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 Hasil wawancara penulis dengan Ikhlas  dan Om Ben, melalui surat elektronik pada tanggal 26  
Januari 2016 pada pukul 15.00 WITA 
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 Hasil wawancara penulis dengan Dodi Arisandi, melalui wawancara langsung di Direktorat 
  Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Jakarta pada hari senin tanggal 22 
 Februari 2016 pada pukul 10.00 WIB 
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1. 26 Februari 2001, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, berhasil 
menggagalkan penyelundupan ratusan satwa yang disembunyikan di 
kamar mesin Kapal Motor Gunung Dempo. Di kapal asal Papua itu 
polisi menemukan 11 cenderawasih, 4 burung kakatua hitam, 100 tupai 
terbang, 4 bayan hitam, 3 bayan hijau, 5 burung nuri kepala hitam, 30 
ular, dan 25 kadal.
39
 
2. Pada bulan Juni 2003 Polisi Daerah Jakarta dan petugas PHKA 
Departemen Kehutanan dengan dibantu oleh ProFauna Indonesia 
berhasil menggagalkan rencana penyelundupan dua ekor orang utan ke 
Thailand. Semula kedua oangutan itu akan diselundupkan dengan 
menggunakan pesawat China airlines lewat bandara Internasional 
Soekarno Hatta Jakarta.  
Sebelum kedua orang utan tersebut diterbangkan, puluhan polisi 
menyergap dan menangkap para penyelundup orang utan itu. 
Penangkapan penyelundup orangutan itu merupakan hasil kerja keras 
ProFauna untuk membongkar sindikat perdagangan primata di 
Indonesia.  
Kasus penyelundupan orangutan Juni itu kemudian diproses di 
pengadilan dengan terdakwa utama adalah orang Thailand yang 
berdomisili di Indonesia. Telah menyelundupan orang utan ke luar 
negeri. Tapi ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan, dikarenakan 
kurangnya keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus 
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 Kartika ikawati. “Jejak perdagangan ilegal satwa liar di Surabaya” 
(http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/86704-jejak-perdangan-
ilegal-satwa-liar-di-surabaya) di akses pada tanggal 13 Maret 2016  pukul 20.56 WITA 
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ini. Meski penyelundupan orang utan itu berhasil digagalkan, salah 
satu orangutan itu mati akibat over dosis. Orang utan itu diselundupan 
dengan cara dibius, kemudian dimasukan dalam kotak kardus kecil.
40
 
3. Sementara itu pada tanggal 2 oktober 2009 digagalkan upaya 
penyelundupan 16 ekor elang dan satwa lainnya ke Jepang lewat 
Bandara Ngurah Rai. Sedangkan Pulau Talaud patut mendapat 
perhatian serius karena masih menjadi jalur penyelundupan satwa ke 
Philipina lewat jalur laut. Terbukti dengan digagalkannya upaya 
penyelundupan 234 satwa lewat Talaud pada tanggal 8 Januari 2009.
41
 
4. Pada tanggal 17 Oktober 2011 petugas Bea cukai pelabuhan Tanjung 
Priok berhasil mengagalkan upaya penyelundupan Trenggiling dengan 
tujuan Vietnam seberat 7136 kg. Pada tanggal 10 Maret 2011 sebanyak 
30 ekor ikan hiu loreng, hiu kejen, hiu lonjor, dan hiu martil 
diturunkan dari perahu. Pemilik kapal tersebut mengaku menjual satu 
ekor daging hiu sekitar Rp 30 juta tergantung berat dari ikan tersebut, 
sedangkan untuk siripnya di hargai 15 juta, sirip tersebut nantinya akan 
di bawa ke surabaya kemudian di eksportir menuju Hongkong dan 
Taiwan.
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Kasus perdagangan orangutan tahun 2003 
(http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/202613024/bab3.pdf) di akses pada tanggal 4 Maret 
2016 pada pukul 05.00 WITA 
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 Profauana. Perdagangan dan penyelundupan satwa liar masih sangat tinggi 
(http://www.profauna.org/content/id/pressrelease/2010/perdagangan_dan_penyelundupan
_satwa_liar_indonesia_masih_tinggi.html) di akses pada tanggal 15 April 2015 pada 
pukul 21.00 WITA 
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Lombok surga perdagangan sirip hiu ilegal 
http://www.kompasiana.com/talisman/lombok-surga-perdagangan-sirip-hiu-
ilegal_55294d506ea834412c8b45ed di akses pada tanggal 29 Agustus 2015 pada pukul 
06.00 WITA 
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5. Sedangkan di tahun 2012 sendiri  sudah ada lebih dari 200 ekor penyu 
berbagai jenis yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh 
berbagai pihak seperti Kepolisian dan Bea Cukai, dari berbagai 
wilayah di Indonesia. “Terbaru, kemarin juga digagalkan lagi upaya 
penyelundupan penyu di NTT dengan jumlah yang lebih besar lagi.
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6. Indonesia menggelar operasi besar-besaran pemberantasan 
perdagangan hewan di perairan Maluku Tenggara atau kepulauan laut 
arafuru oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Maluku Tim 
gabungan tersebut terdiri atas unsur Bareskrim Polri, Pol. Udara, 
Dokkes dan Div. Humas, yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol. 
Hadiatmoko Direktur V/Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes 
Polri. Dari beberapa kali gelar operasi, maka selama operasi di gelar 
diperairan Tual, telah ditangkap 7 buah kapal jenis Tramper dan Trawl 
dengan ABK sebanyak 160 orang (160 orang WN Thailand, 8 orang 
WNI dan 1 orang WN Myanmar), dengan hasil tangkapan ikan beku 
dan trenggiling sebanyak +- 1.932 ton. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat diketahui jenis-jenis 
hewan yang diperjual-belikan di pasar burung atau hewan dapat dilihat di tabel I  : 
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 Perdagangan penyu di Bali 
(http://www.profauna.org/content/id/perdagangan_penyu_di_bali.html) di akses pada 
tanggal 4 April  2015 Jam 13.00 WITA 
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 Mengungkap ilegal fishing di Maluku Tenggara  
(http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-ekonomi/95-
mengungkap-illegal-fishing-di-maluku-tenggara) di akses pada tanggal 14 Januari 2016 
pada pukul 18.00 WITA 
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Tabel 1 : daftar nama-nama hewan yang dilindungi yang di perjual-belikan di pasar hewan atau 
burung di Jakarta 
No Jenis satwa Masuk   
Kedalam 
appendix 
Memiliki 
manfaat 
Memiliki nilai 
keindahaan 
1 Burung jenis 
Kakatua 
1 - Ya 
2 Burung jenis 
Nuri  
1 - Ya  
3 Burung jenis 
Elang 
1 - Ya  
4 Berbagai jenis 
Penyu  
1 Ya  Ya 
5 Berbagai jenis 
Kura-kura 
1 Ya Ya 
6 Berbagai jenis 
Kukang 
1  Ya  
7 Berbagai jenis 
Cendrawasih 
1  Ya  
Sumber : hasil observasi di pasar-pasar hewan di Jakarta  
Dari hasil tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa burung jenis kakatua adalah 
hewan yang paling di cari di semua pasar burung atau hewan di Jakarta, selain 
harganya yang fantastis untuk burung ini tersendiri masuk dalam appendix 1 yang 
artinya binatang ini sangat di lindungi karena sudah terancam punah selain itu 
burung ini memiliki keindahan yang terletak di bagian atas yaitu jambul 
kuningnya. Dan berdasarkan tabel semua jenis-jenis hewan yang sering di cari 
pasti memiliki keindahan yang melekat pada hewan tersebut, bukan cuman jenis 
burung keindahan itu dapat diliat, penyu dan kura-kura selain keindahan pada 
cangkang, penyu dan kura-kura juga memiliki manfaat menurut mitos yang 
berlaku di kalangan masyarakat. 
Pada tabel I perdagangan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I 
CITES yang diambil dari habitat alam masih terjadi, baik untuk perdagangan di 
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dalam negeri dan perdaganagan ke luar negeri. Tentu saja, perburuan ilegal ini 
semakin mengancam keberadaan populasi jenis satwa liar yang dihabitat alam 
sudah semakin sedikit, dengan habitat yang semakin terbatas. Langkah penting 
untuk mengatasi perburuan ilegal adalah melakukan penegakan hukum secra 
tegas, dan mengembangkan secara terus menerus teknik atau metoda penangkaran 
tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES. 
Berbagai cara yang telah di lakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan 
perdagangan hewan ilegal di Indonesia terutama dalam operasi rutin yang di gelar 
setiap harinya telah mampu menyelesaikan berbagai kasus kejahatan terhadap 
hewan yang di lindungi.  
Tabel II : jumlah kasus kejahatan terhadap hewan dan tumbuhan dan penyelesaiannya tahun 2005-
2013 
Tahun Jumlah 
Kasus 
Non 
Yustisi 
Lidik Sidik SP3 P21 Tunggakan 
2005 112 17 2 93 0 67 7 
2006 133 24 10 123 3 61 2 
2007 111 61 9 41 0 28 5 
2008 88 22 6 60 0 45 3 
2009 88 9 6 60 0 45 21 
2010 37 0 5 32 1 32 4 
2011 43 0 1 42 0 42 1 
2012 50 3 4 43 0 38 9 
2013 45 0 0 45 0 31 14 
Sumber : Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam  
SP3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan  
P21 = Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah lengkap 
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0 = Nihil 45 
 
Berdasarkan data kementerian kehutanan diketahui bahwa dalam kurun waktu 
2009-2013 jumlah kasus terhadap kejahatan hewan dan tumbuhan di lindungi 
mengalami penurunan yang tidak signifikan, walaupun demikian jumlah kasus 
dari tahun 2010-2013 tidak mencapai ambang batas 88  dapat diliat pada tabel II. 
Rute perdagangan di Asia Tenggara, beberapa fakta yang sering terjadi dilapangan 
antara lain yaitu  
1. Pengangkutan ilegal satwa liar antar negara relatif mudah untuk 
di lakukan  
2. Hampir semua dapat di katakan jalur darat perbatasan 
internasional antar negara dimanfaatkan oleh para penyelundup 
satwa liar akibat  dari lemahnya pengecekan yang dilakukan 
oleh petugas di perbatasan. 
3. Pelabuhan dan bandara utama di Asia Tenggara dimanfaatkan 
secara besar-besaran oleh para pedagang hidupan liar ilegal  
umumnya dengan menggunakan dokumen palsu atau cara 
lainnya untuk mengelabui bea cukai.  
4. Petugas bandara kurang menyadari atau memahami tanggung 
jawab mereka dalam menegakkan regulasi perdagangan 
hidupan liar, hal ini sangat dimanfaatkan oleh para pedagang 
hidupan liar ilegal untuk menyelundupkan komoditi mereka.  
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 Kementerian Kehutanan, Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013.(Jakarta, Juli 2014),   
hlm.111 
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Jalur Perdagangan Hewan dan Tumbuhan ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar dan Direkorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
 
Beberapa jalur utama perdagangan  
1. Angkutan udara dari Medan, Sumatera Utara menuju Bandara 
Internasional Kuala Lumpur kemudian berakhir di pasar  China 
Selatan.  
2. Hidupan liar dibawa dari Laos dan Kamboja dibawa menuju 
Vietnam selanjutnya dikirim ke Cina.  
3. Telur penyu dari Philipina menuju Sabah dan Kuala Lumpur.  
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4. Hidupan liar dari India dibawa ke Myanmar (melalui jarur darat 
atau udara)  sampai di Thailand di eksport kembali China  dan 
seterusnya.  
5. Burung liar dari Indonesia dijual di Singapura, Malaysia, dan 
Thailand dikatakan dan diakui sebagai hasil dari captive 
breeding.  
6. Anak penyu hijau dari Papua di bawa ke Surabaya kemudia 
melewati Kalimantan ke Malaysia, selnjutnya di bawa ke 
Taiwan, dan Jepang. 
7. Ikan hiu dari Papua di kirim ke Surabaya untuk selanjutnya di 
kirim ke Jepang, dan Taiwan. 
8. Telur penyu dari Bali dibawa ke Makassar untuk di ekspor ke 
China. 
9. Orangutan dari Kalimantan di bawa ke Thailand, diakui sebagai 
hasil dari captive breeding. 
Metode pengangkutan  
1. Melalui darat, laut, dan udara.  
2. Komoditi mahal, hidup, mudah rusak di udara, efisiensi waktu metode 
ini dapat mengurangi angka kematian komoditi secara signifikan.  
3. Komoditi bervolume besar, tidak mudah rusak di kargo darat (truk) 
atau laut. 
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4.  Komoditi ukuran kecil untuk bagasi, tentengan (ilegal).46 
Pemberantasan perdagangan ilegal satwa dapat ditempuh melalui 
kerjasama regional lingkup regional ASEAN kerjasama semacam itu di fasilitasi 
dalam wadah ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN).
47
 
B. Awal Mula Terbentuknya Kerjasama ASEAN Wildife Enforcement 
Network dan instansi Indonesia yang terkait ASEAN-WEN 
Pembentukan ASEAN-WEN muncul saat pertemuan menteri-menteri negara 
ASEAN yang bertanggung jawab terhadap implementasi CITES di Bangkok pada 
tanggal 11 Oktober 2004. Pada pertemuan tersebut dikeluarkan komitmen untuk 
bekerja sama dalam peningkatan implementasi CITES termasuk penegakan 
hukum terhadap perdagangan hewan ilegal.  
Pertemuan ASEAN Expert Group on CITES pada tahun 2005 di jakarta 
membentuk rencana aksi yang salah satunya adalah mendorong jejaringan 
lembaga penegak hukum di negara ASEAN untuk memberantas perdagangan 
ilegal tumbuhan dan satwa liar, maka dalam pertemuan tersebut menteri-menteri 
negara ASEAN yang bertanggung jawab terhadap implementasi CITES pada 
Desember 2005 diluncurkan ASEAN Wildlife Enforcement Network. 
ASEAN-WEN adalah sebuah jaringan penegakan hukum antar pemerintah di 
regional ASEAN yang dibentuk untuk memerangi perdagangan hewan dan 
tumbuhan ilegal, sebuah wadah untuk melakukan kolaborasi regional antara 
lembaga penegak hukm nasional, CITES otoritas, Bea dan cukai, Polisi, Jaksa dan 
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 Chairul saleh, Imelda Hilaluddn, Fatni Hanif. Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan
 Liar.(Pontianak: 2006). Hlm. 52. 
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 Ibid., hlm. 53 
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kelompok khusus penegakan satwa liar, sebuah respon regional proaktif terhadap 
perdagangan satwa liar dan hilangnya spesies.
48
   
Sehingga yang melatarbelakangi proses pembentukan ASEAN-WEN adalah 
penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum di regional ASEAN untuk 
memerangi perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. Perdagangan tersebut 
yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati negara-negara ASEAN 
sebagai negara asal dari pemanfaatan sumber daya hayati.
49
 
Adapun struktur dari ASEAN-WEN dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Sumber : ASEAN-WEN presentation  
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 Wildlife Enforcement Network 
(www.freeland.org/program/wens/) di akses pada tanggal 22 Februari 2015 pada pukul 
15.00 WIB 
49
 ASEAN-WEN   
(http://www.asean-wen.org/index.php/about-us/what-is-asean-wen) di akses pada tanggal 
5 Oktober 2015 pada pukul 20.00 WITA 
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Dari gambar diatas struktur ASEAN-WEN dapat dilihat yaitu kepala ASEAN-
WEN berhubungan langsung dengan PCU (Program Coordination Unit), dimana 
tugas dari ASEAN-WEN PCU sebagai berikut : 
1. Memberikan dukungan untuk ASEAN-WEN baik untuk mengadakan 
seminar, rapat, lokakarya, sosialisasi dan pertukaran dan program 
pelatihan dan pendidikan. 
2. Membuat dan mengelola website ASEAN-WEN 
3. Berkoordinasi dengan sekretariat ASEAN, negara-negara anggota 
ASEAN, Organisasi Internasional dan lembaga donor untuk 
memfasilitasi dukungan teknik dan keuangan untuk pengembangan 
ASEAN-WEN.
50
 
Menjawab pertanyaan tentang apa tujuan dan tugas dari pembentukan national 
task force atau yang biasa disebut komite satuan tugas nasional ? 
Menurut Dodi Arisandi, SH Pembentukan National Task Force ASEAN-WEN. 
Pembentukan Task Force ASEAN-WEN merupakan adopsi dari keberhasilan 
Flipina yang memiliki National Environment Crime Task Force  (NAECTF). Di 
Indonesia sendiri membentuk National Task Force yang bertujuan untuk membuat 
strategi dalam upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal yang melibatkan 
instansi instansi terkait dengan ASEAN-WEN dengan rencana awal yaitu : 
 Identifikasi kasus-kasus pelanggaran perdagangan hewan dan 
tumbuhan yang dilindungi., 
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 Hasil rapat ASEAN-WEN di Gedung Graha Wanabakti Jakarta pada tanggal 27 -28 Januari  
2016 pada pukul 10.00 WIB 
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 Berbagi informasi terkait peredaran ilegal hewan dan tumbuhan 
yang di lindungi,  
 Melaksanakan kerjasama antar task force ASEAN-WEN, 
 Menyelenggarakan pertemuan berkala tahunan, 
Di Indonesia komite Satuan Tugas Nasional dipegangan oleh Direktorat 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang nantinya akan 
memberikan informasi dari setiap pertemuan ASEAN-WEN,  
Informasi tersebut diberikan ke Balai Karantina, Direktorat V Tipiter 
(Bareskrim POLRI), dan bea & cukai. Dan selanjutnya instansi yang terkait 
memberikan kembali informasi-informasi mengenai perdagangan hewan ilegal 
berupa hasil penangkapan pelaku, pengembalian satwa hasil tangkap tangan 
pelaku dan dikembalikan ke alamnya, maupun dalam hal bekerjasama untuk 
menangkap pelaku dan mengungkap modus-modus operandi terbaru dalam 
menyelundupkan perdagangan hewan ilegal.
51
 
PCU merupakan seketariat tertinggi dan wajib untuk mengatur serta 
mengawasi program ASEAN-WEN pada seluruh negara anggota, organisasi 
pendukung terdiri dari Interpol, CITES, TRAFFIC dan lainnya merupakan pihak-
pihak yang membantu ASEAN-WEN seperti dukungan finansial, memberikan 
pendidikan dan pelatihan maupun secara praktis.
52
 
Adapun organisasi yang mendukung ASEAN-WEN sebagai berikut : 
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 Hasil wawancara penulis dengan Dodi Arisandi, melalui wawancara langsung di Direktorat 
  Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Jakarta pada hari senin tanggal 22 
 Februari 2016 pada pukul 10.00 WIB 
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 Hasil rapat ASEAN-WEN di Gedung Graha Wanabakti Jakarta pada tanggal 27-28 Januari 2016  
pada pukul 10.00 WIB 
47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : ASEAN-WEN persentation 
Menjawab pertanyaan tentang instansi apa saja yang terlibat dalam ASEAN-WEN 
? 
Menurut Dody Arisandi, SH di negara anggota ASEAN yang menangani 
penegakan hukum terhadap perdagangan hewan ilegal adalah Kepolisian, Bea 
cukai, Kejaksaan dan CITES Management Authority. Di Indonesia yang 
menjadi CITES Management Authority adalah Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Kementerian Kehutanan. 
Pertemuan awal telah disepakati bahwa CITES Management Authority 
sebagai National Focal Point ASEAN-WEN. 
Di pimpin oleh Direktorat Jenderal PHKA telah membentuk National Task 
Force yang beranggotakan instansi-instansi yang terkait bidang peredaran 
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tumbuhan dan satwa liar yang diketuai oleh Direktur Penyidikan dan 
Pengamanan Hutan, Ditjen PHKA, Kementerian Kehutanan.
53
  
Menurut Dodi Arisandi, SH Setiap negara mempunyai focal point yang 
bertugas sebagai penghubung dan perwakilan tiap negara anggota. Instansi 
yang menjadi Focal Point dalam pemberantasan kejahatan terhaadap 
tumbuhan dan satwa liar adalah yang sebagai CITES Management Authority 
yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), 
Kementerian Kehutanan. Memiliki kewenangan terhadap semua tumbuhan 
dan hewan terestrial dan spesies perairan laut yang masuk dalam Apendiks 
CITES.  
Direktorat Jenderal PHKA memiliki unit pelaksana teknis yang ada di 
daerah yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai 
Taman Nasional (BTN). BKSDA bertanggung jawab terhadap regulasi 
peredaran tumbuhan dan satwa liar baik didalam maupun di luar kawasan 
konservasi pada tingkat provinsi. BTN bertanggung jawab terhadap 
konservasi tumbuhan dan satwa liar didalam kawasan Taman Nasional. Kedua 
lembaga ini berperan juga dalam penegakan hukum mewakili Dirjen PHKA.
54
 
Menjawab pertanyaan mengenai selain Dirjen PHKA, kewenangan penegakan 
hukum kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah pada Kepolisian, 
apakah tugas Kepolisian dalam hal ini ? 
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 Hasil wawancara penulis dengan Dodi Arisandi, melalui wawancara langsung di Direktorat 
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 Februari 2016 pada pukul 10.00 WIB 
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 Hasil wawancara penulis dengan Dodi Arisandi, melalui wawancara langsung di Direktorat  
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Jakarta pada hari senin tanggal 22 
Februari 2016 pada pukul 10.00 WIB 
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Menurut Kombes Pol M. Gagah Suseno penanganan kasus perdagangan 
hewan ilegal ada di Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Badan 
Reserse dan Kriminal, Mabes Polri. Fungsi dari Direktorat V Tipiter adalah 
bertanggung jawab terhadap penegakan hukum antara lain bidang lingkungan 
dan sumber daya alam. Direktorat V Tipiter memiliki kewenangan dalam 
lingkup nasional, sehingga dapat beroperasi di seluruh Indonesia, namun 
hanya untuk kasus-kasus yang serius dan komplek atau ada permintaan dari 
Kepolisian daerah atau instansi yang lain untuk melakukan pendampingan.
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran ilegal 
tumbuhan dan satwa liar dilakukan melalui implementasi prosedur kepabeanan. 
Di bawah Ditjen Bea Cukai terdapat Direktorat Penindakan dan Penyidikan, yang 
bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, perencanaan operasi, dan 
penyitaan.  
Selain itu Ditjen Bea Cukai juga telah mengembangkan Indonesia National 
Single Window disini yang melatarbelakangi pembangunan, pengembangan dan 
penerapan Sistem NSW di Indonesia, lebih didorong adanya kepentingan nasional 
untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan kinerja pelayanan ekspor-impor 
serta sebagai wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjalankan kesepakatan di 
tingkat Regional ASEAN.  
Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara 
(crossborder control), terutama yang terkait dengan isu : Terorisme, transnational 
crime, drug trafficking, illegal trading, perdagangan hewan dan tumbuhan 
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 Hasil wawancara penulis dengan M. Gagah Suseno melalui via telephone pada tanggal 25  
Februari 2016 pada pukul 15.00 WITA  
50 
 
dilindungi ilegal, perlindungan konsumen dan illegal activity lainnya. Sistem 
pelayanan yang masih belum terintegrasi sehingga menghambat kelancaran arus 
barang: Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat 
dibutuhkan adanya integrasi sistem antar Instansi Pemerintah yang akan mampu 
meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor. 
Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan perlu dilakukan 
peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip 
good-governance melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang 
terintegrasi, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing 
perekonomian nasional.
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Direktorat ini tidak memiliki unit khusus untuk menangani peredaran tumbuhan 
dan satwa liar, namun hal tersebut digabungkan dalam pelaksanaan tugasnya 
sehari-hari baik pada tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi dan kerjasama dari 
ketiga instansi tersebut sangat diperlukan untuk mensinergiskan upaya 
pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia. Selain itu perlu juga 
melibatkan Lembaga Swadaysa Masyarakat di bidang konservasi keanekaragaman 
hayati.
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Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara ASEAN-WEN dapat 
meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN ?  
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Fungsi Indonesia Nasional Single Window (http://www.insw.go.id/index.php/home/menu/about)  
di akses pada tanggal 22 Februari 2016 pada tanggal 19.00 WIB 
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51 
 
Menurut Dodi Arisandi, SH dalam meningkat hubungan aparat penegak 
hukum se- ASEAN dalam hal pemberantasan perdagangan satwa liar dan 
tumbuhan ilegal dapat di capai melalui : 
1. Pembentukan 3 kelompok kerja :  
 Kelompok kerja yang menangani penyidikan pelanggaran terhadap 
tumbuhan dan satwa liar.  
 Kelompok kerja yang menangani peningkatan kapasitas anggota 
ASEAN-WEN. 
 Kelompok kerja yang menangani komunikasi publik dan 
pengumpulan dana bagi ASEAN-WEN.
58
  
2. Pembentukan satuan tugas antar instansi penegakan hukum ditingkat 
nasional ataupun di tingkat internasional untuk meningkatkan 
kerjasama pemberantasan kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa 
Liar  
3. Menjadikan ASEAN-WEN sebagai wadah pertukaran informasi dalam 
proses penegakan hukum dan mengkoordinasikan partisipasi anggota 
dalam kelompok kerja Interpol dalam bidang kejahatan terhadap 
tumbuhan dan satwa liar. 
4. Peningkatan kerjasama bidang capacity building dalam penegakan 
hukum.
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  2016 pada pukul 13.00 WIB  
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 Hasil wawancara penulis dengan Dodi Arisandi, melalui wawancara langsung di Direktorat 
  Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Jakarta pada hari senin tanggal 22 
 Februari 2016 pada pukul 10.00 WIB 
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Adapun role of procedure  yang dibuat untuk mengatur berjalannya program 
dan kegiataan ASEAN-WEN tersebut.  Di dalam ASEAN-WEN terdapat 
pertemuan tahunan dengan tuan rumah berganti setiap tahunnya, didalam 
pertemuan membahas tentang bagaimana kasus kejahatan satwa liar dan 
tumbuhan di setiap negara anggota. Apabila pertemuan tidak dapat diadakan 
karena faktor internal, maka setiap negara wajib untuk memberikan laporan, 
laporan yang diserahkan kepada ketua yang terpilih harus dibagikan kepada 
seluruh negara anggota agar terjadi pertukaran informasi yang jelas, ketua dan 
wakil ketua ASEAN-WEN dipilih setiap setahun sekali dan berputar antar negara 
anggota.  
Ketua, tuan rumah pertemuan dan seketariat ASEAN berfungsi untuk 
menyusun draft dari program-program yang akan di jalankan serta menyatukan 
laporan dari tiap-tiap negara. Apabila dibutuhkan, observer dari non ASEAN akan 
diundang untuk menghadiri pertemuan tahunan yang berasal dari kalangan 
akademis maupun organisasi pendukung ASEAN-WEN, dokumen dan laporan 
yang berkaitan dengan ASEAN-WEN bersifat konfidensial dan dapat 
disebarluaskan sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan dalam pertemuan.
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 Hasil rapat ASEAN-WEN di Gedung Graha Wanabakti Jakarta pada tanggal 27-28  Januari  
2016 pada pukul 10.00 WIB 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dalam skripsi ini menyangkut soal 
pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia melalui kerangka 
ASEAN-WEN maka dapat dsimpulkan. 
1. Dalam upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di Indonesia 
melalui kerangka ASEAN-WEN dapat dilalui melalui program berupa 
capacity building, operasi pemberantasan bersama, peningkatan 
kapasitas masyarakat, dan menjalankan kerjasama bilateral dengan 
negara-negara anggota ASEAN-WEN. 
2. Dampak yang diberikan dari program dan kegiatan ASEAN-WEN 
yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia berupa menambah 
wawasan dan pengetahuan bagi para petugas lapangan dan masyrakat, 
penurunan jumlah kasus perdagangan hewan ilega, peningkatan jumlah 
kasus sampai kepada tahap P21 sidang dan vonis, penangkapan pelaku 
perdagangan hewan ilegal. 
3. Tantangan yang di hadapi pemerintah Indonesia dalam ASEAN-WEN 
berupa kurangnya alat pendeteksi kejahatan perdagangan hewan ilegal, 
faktor ekonomi masyarakat, kurang fokus penjagaan di pasar dan 
transportasi, hukuman yang ringan bagi para pelaku, dan ppns dan 
sporc memiliki wewenang yang terbatas. 
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B. Saran-saran 
1. Dalam meningkatkan capacity building bagi para petugas lapangan 
seharusnya perlu diadakan seminar sebulan sekali untuk mengungkap 
modus-modus terbaru dari pelaku perdagangan hewan ilegal, penempalan 
poster-poster di tempat keramaian tentang undang-undang terkait 
perdagangan hewan ilegal sebagai pengingat sekaligus memberi wawasan 
kepada masyarakat. 
2. Dalam operasi pemberantasan bersama perlu untuk di tingkatkan dan di 
fokuskan di central-central point para pelaku perdagangan hewan ilegal, 
dan pengawasan ketat di daerah perbatasan dengan negara ASEAN yang 
lainnya. 
3. Perlu adanya perubahan perundang-undangan terkait ppns dan sporc yang 
hanya bisa melakukan pengawasan, penyidakan, dan pengambilan hewan 
hasil sitaan perdagangan hewan ilegal tanpa adanya penangkapan para 
pelaku perdagangan hewan ilegal.  
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